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ABSTRACT 

 

Development of the business world and improvement amount transaction must taxes 

affected Special relationship background p issuance of PMK 172 of 2023. The issuance of 

PMK 172 of 2023 aims to can give a sense of certainty law , justice and convenience 

implementation rights and obligations for the obligatory tax . Research This own objective 

For analyze a connection between transaction Special relationship , transfer pricing , 

compliance must tax and the implementation of PMK 172 of 2023 as moderation . Study 

This using report data finance Non- financial companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange (IDX) for period 201 5 –20 24 . Determination sample use method purposive 

sampling with sample as many as 12 companies for 10 years consecutive so that sample 

amount to 120 and use application Eviews . Research results This show that transaction 

connection special influential negative to compliance must tax . Transfer pricing 

influential positive to compliance must tax . Implementation PMK 172 of 2023 strengthens 

influence transaction connection special and transfer pricing to compliance must tax as 

moderation . 

 

Keywords : Transaction Special Relationship , Transfer Pricing Practices , Taxpayer 

Compliance and the implementation of PMK 172 of 2023 

 

ABSTRAK 

 

Perkembangan dunia usaha dan peningkatan jumlah transaksi wajib pajak yang 

dipengaruhi hubungan Istimewa melatarbelakangi penerbitan PMK 172 tahun 2023. 

Penerbitan PMK 172 tahun 2023 bertujuan agar dapat memberi rasa kepastian hukum, 

keadilan dan kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi para wajib pajak. Penelitian 

ini memiliki tujuan untuk menganalisa hubungan antara transaksi hubungan Istimewa, 

transfer pricing, kepatuhan wajib pajak dan penerapan PMK 172 tahun 2023 sebagai 

pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Perusahaan non-keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015–2024. Penentuan sampel 

menggunakan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 12 perusahaan selama 

10 tahun berturut-turut sehingga sampel berjumlah 120 dan menggunakan aplikasi Eviews. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Transfer pricing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Penerapan PMK 172 tahun 2023 memperkuat pengaruh transaksi hubungan 

istimewa dan transfer pricing terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi. 
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Kata Kunci : Transaksi Hubungan Istimewa, Praktik Transfer Pricing, Kepatuhan Wajib 

Pajak dan penerapan PMK 172 Tahun 2023 

 

PENDAHULUAN 

 

Peraturan pajak adalah upaya pemerintah untuk membuat sistem pajak yang adil dan 

transparan, terutama untuk mengatur transaksi hubungan istimewa. Regulasi ini bertujuan 

untuk mencegah wajib pajak (WP) menghindari penghindaran pajak melalui metode 

transfer pricing yaitu menentukan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan 

khusus dengan tujuan pengurangan pajak. PMK 172 Tahun 2023 pemerintah Indonesia 

mengatur lebih lanjut cara pelaporan dan menentukan harga transfer sesuai dengan prinsip 

kewajaran. 

PMK 172 Tahun 2023 adalah tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk 

mendukung inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang digagas oleh 

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Tujuan BEPS adalah 

untuk meminimalkan erosi basis pajak dan pengalihan keuntungan yang disebabkan oleh 

ketidaksesuaian dalam sistem perpajakan internasional. Untuk memastikan bahwa 

transaksi hubungan istimewa dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman 

usaha, PMK ini mengatur kewajiban dokumentasi harga transfer, termasuk file lokal, file 

master, dan CbCR. 

Kepatuhan wajib pajak akan regulasi ini menjadi indikator keberhasilan 

implementasi kebijakan perpajakan. Dalam praktiknya tingkat kepatuhan WP masih 

menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) menunjukkan masih banyak WP yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban 

pelaporan transfer pricing yang disebabkan karena kurangnya pemahaman, biaya 

kepatuhan yang tinggi, maupun ketidakjelasan panduan teknis terkait implementasi 

regulasi (DJP, 2023). 

PMK 172 Tahun 2023 mengatur aspek teknis pelaporan dan mencakup sanksi 

administratif bagi WP yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut  diharapkan 

mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amidu et al., 2021) memperlihatkan bahwa 

penerapan sanksi tegas dan transparan dapat mendorong kepatuhan pajak di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia. 

Pada sisi lain terdapat tantangan dalam pelaksanaan PMK ini. Tantangan tersebut 

seperti kesiapan sistem informasi perpajakan, koordinasi antar instansi terkait dan 

kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan serta audit wajib pajak yang 

memiliki hubungan istimewa. Penelitian oleh Kumaran dan Singh (2022) mengungkapkan 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan transfer pricing sangat bergantung pada 

kapasitas administrasi pajak dan pengetahuan wajib pajak akan prinsip kewajaran harga. 

PMK 172 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih rinci dalam 

mengimplementasikan transaksi hubungan istimewa, sehingga membantu WP dalam 

membuat laporan yang lebih akurat dan terstruktur. Regulasi ini juga mencakup ketentuan 

baru terkait mekanisme penyesuaian wajar (arm’s length adjustment) yang memperkuat 

upaya pemerintah untuk menghindari manipulasi harga transfer yang merugikan negara. 

Menurut OECD (2023), implementasi regulasi serupa di berbagai negara telah berhasil 

meningkatkan transparansi dan mencegah praktik transfer pricing yang tidak sesuai. 

Regulasi ini juga diharapkan dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap 

sistem perpajakan di Indonesia. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pelaporan transaksi hubungan istimewa, PMK 172 Tahun 2023 berpotensi 

memperkuat kepercayaan investor asing sekaligus mencegah potensi sengketa pajak yang 

beresiko dapat merugikan kedua belah pihak. 
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Wardani dan Nugroho (2023) mengungkapkan bahwa regulasi seperti PMK 172 

dapat mendorong perusahaan multinasional untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan mereka terutama di sektor manufaktur, perdagangan dan jasa, yang sering kali 

memiliki struktur hubungan istimewa yang kompleks. Penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa regulasi yang disertai dengan panduan teknis yang jelas dapat meningkatkan 

pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. 

Dalam konteks global, PMK 172 Tahun 2023 mencerminkan upaya harmonisasi 

peraturan transfer pricing Indonesia dengan standar internasional. Hal ini memberikan 

tanda positif bagi komunitas internasional bahwa Indonesia serius dalam menangani isu-

isu perpajakan lintas negara. Tan dan Lee (2022) mengungkapkan bahwa harmonisasi 

regulasi transfer pricing di kawasan Asia Tenggara dapat meningkatkan efisiensi 

administrasi pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. 

Namun, pelaksanaan PMK 172 tidak luput dari kendala wajib pajak di Indonesia, 

khususnya perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam hubungan 

istimewa, sering  menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumentasi yang 

rumit. Untuk itu perlu mendapat perhatian khusus pemerintah untuk menyediakan 

dukungan teknis serta pelatihan memadai bagi wajib pajak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh PMK 172 Tahun 2023 

terhadap kepatuhan WP dalam transaksi hubungan Istimewa dan  diharapkan mampu 

memberikan kontribusi empiris untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan transfer 

pricing di Indonesia serta sebagai referensi strategis untuk otoritas pajak di dalam 

mengupayakan kepatuhan wajib pajak. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Transaksi Hubungan Istimewa 

Hubungan Istimewa terjadi ketika satu pihak mengendalikan pihak lainnya atau tidak 

mempunyai kebebasan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Menurut Pasal 18 (4) UU 

PPh, hubungan istimewa disebabkan adanya hubungan keluarga, kepemilikan dan 

penguasaan. 

Hubungan istimewa karena kepemilikan terjadi ketika hubungan kepemilikan 

mencakup penanaman modal sebesar > 25% secara langsung atau tidak langsung. Sebagai 

contoh, ABC memiliki 50% saham BCD, yang merupakan penyertaan langsung. Selain 

itu, dalam kasus di mana BCD memiliki 50% saham CDE, ABC sebagai pemegang saham 

BCD secara tidak langsung memiliki 25% saham CDE, sehingga dianggap adanya 

hubungan istimewa antara ABC, BCD dan CDE. Dalam kasus di mana ABC juga 

memiliki 25% saham DEF, dianggap ada hubungan istimewa antara BCD, CDE dan DEF. 

Hubungan istimewa karena penguasaan terjadi jika beberapa perusahaan berada 

dalam penguasaan yang sama, penguasaan atas manajemen atau penggunaan teknologi, 

meskipun tidak ada hubungan kepemilikan dianggap memiliki hubungan Istimewa. 

 

Kondisi berikut dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena penguasaan:  

1. Salah satu pihak menguasai pihak lain baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

2. Kedua pihak atau lebih menguasai pihak yang sama secara langsung maupun tidak 

langsung.  

3. Individu yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi 

pengambilan keputusan manajemen atau operasional pada dua pihak atau lebih. 

4. Pihak yang secara finansial tergabung dalam satu grup usaha yang sama. 
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5. Satu pihak menyatakan bahwa mereka mempunyai hubungan istimewa dengan pihak 

lain.  

 

Hubungan istimewa karena hubungan keluarga terjadi karena hubungan sedarah atau 

semenda didalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. Ayah, ibu, dan 

anak adalah contoh garis keturunan sedarah lurus satu derajat, sementara garis keturunan 

ke samping satu derajat mencakup saudara kandung. Keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus satu derajat terdiri dari mertua dan anak tiri, sementara ipar terdiri dari 

keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat. 

 

Transfer Pricing 

Strategi bisnis untuk menentukan harga transaksi antara dua pihak yang memiliki 

hubungan khusus dikenal sebagai transfer pricing (Kurniawan, 2015). Dalam praktik 

transfer pricing, transaksi sering terjadi antara entitas yang memiliki kepemilikan atau 

kontrol yang sama, seperti perusahaan grup dan multinasional (Kumar, 2021). Selain itu, 

karena berbagai alasan, transaksi multinasional juga diatur ulang (Tambunan, 2022). 

Tranfer Pricing, menurut akuntansi manajer, dilakukan untuk memaksimalkan 

keuntungan perusahaan dengan menentukan harga barang atau jasa yang diberikan oleh 

cabang satu ke cabang lain dalam lingkungan perusahaan yang sama (Darussalam & 

Kristiaji, 2013). Menurut peraturan perpajakan mengenai harga transfer, yang diatur dalam 

PMK 17 tahun 2023, dikenal sebagai penentuan harga transfer. 

Perusahaan yang memenuhi salah satu dari lima kriteria berikut dianggap melakukan 

transfer pricing:  

1. Mempunyai anak perusahaan (sibling company) di tax heaven country.  

2. Melakukan transaksi dengan anak perusahaan. 

3. Memiliki perusahaan induk, anak perusahaan, atau anak perusahaan saudara di negara 

dengan tarif pajak yang berbeda dari negara surga pajak.  

4. Bertransaksi dengan pihak berelasi di negara dengan tarif pajak yang berbeda. 

5. Pihak-pihak terkait tidak membayar royalty aset. 

 

Pengukuran yang dipakai dalam penelitian tentang dampak transfer pricing kepada 

kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) yang dikenal sebagai prinsip 

Arm’s length principle  (ALP) mengatur bahwa harga atau laba transaksi antara para pihak 

yang memiliki hubungan istimewa harus sama dan sebanding dengan harga atau laba 

transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Jika kondisi antara 

transaksi afiliasi dan transaksi antar pihak independen sebanding, nilai transaksi afiliasi 

dianggap sebagai nilai yang wajar.  

 

Dalam menetapkan PKKU dapat dilakukan hal-hal berikut:  

1. Menganalisis untuk memahami kondisi dan karakteristik transaksi afiliasi serta pihak-

pihak yang melakukannya (analisis fungsional);  

2. Memilih dan menetapkan pihak yang diuji atau diuji; 

3. Menentukan kriteria pencarian data pembanding;  

4. Menentukan standar pencarian data pembanding;  

5. Memilih dan menentukan indikator tingkat laba;  

6. Memilih dan menentukan metode penentuan harga transfer;  

7. Menganalisis kesebandingan dan memilih data pembanding;  

8. Menerapkan metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer dan menentukan 

nilai transaksi afiliasi yang wajar; dan  
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9. Membuat TP Doc.  

 

Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang secara jabatan dalam menetapkan harga 

wajar atau laba wajar berdasarkan data atau dokumen lainnya serta menggunakan metode 

penentuan harga wajar yang dinilai tepat jika wajib pajak tidak mampu menjelaskan 

dan/atau menunjukkan dokumen pendukung jika sudah menerapkan arm's length 

principle. 

Menurut PMK-172, TP Doc yaitu dokumen yang dibuat oleh Wajib Pajak yang 

menerapkan PKKU sebagai dasar untuk melakukan transaksi afiliasi. Tujuan TP Doc 

menurut Pedoman TP OECD (2017) adalah untuk: 

1. Menjamin akurasi kebijakan harga transfer. 

TP Doc membantu Wajib Pajak memastikan kebijakan harga transfer sesuai dengan 

kondisi aktual, sekaligus menjadi dokumen wajib yang dilampirkan dalam SPT 

Tahunan. 

2. Menyediakan informasi bagi otoritas pajak.  

Informasi ini penting untuk pengelolaan risiko transfer pricing oleh fiskus. 

3. Mempermudah proses pengujian fiskal.  

Informasi dalam TP Doc membantu fiskus dalam pengujian transfer pricing, sehingga 

mengurangi sengketa perpajakan. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak yaitu kesesuaian perilaku wajib pajak di dalam memenuhi 

kewajiban berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kesediaan wajib pajak di 

dalam membayar pajak terutang menurut peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan 

dari otoritas pajak dikenal sebagai kepatuhan pajak (James & Alley, 2004). Dua 

pendekatan utama untuk mendorong kepatuhan, menurut teori ini, adalah pendekatan 

koersif dan pendekatan sukarela. Pendekatan koersif melibatkan sanksi dan pengawasan, 

sedangkan pendekatan sukarela melibatkan insentif, edukasi, dan transparansi sistem 

perpajakan (Kirchler et al., 2008). 

Nurmantu (2003) menjabarkan kepatuhan pajak ketika wajib pajak melaksanakan 

hak dan tanggung jawab pajak mereka yang mencakup kepatuhan pajak formal dan 

material. Kepatuhan pajak formal terjadi ketika Wajib Pajak memenuhi tanggung jawab 

pajak mereka secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak material 

mencakup kepatuhan formal. Wajib pajak harus mengisi SPT secara jujur, lengkap, dan 

benar sebelum batas waktu berakhir.  

Upaya penegakan hukum yang dibuatkan oleh Wajib Pajak memastikan kepatuhan 

pajak ini (Slemrod, 2019). Wajib Pajak, yang memiliki tanggung jawab untuk 

menyampaikan TP Doc, harus melakukan upaya penegakan hukum untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak. Pengawasan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan transaksi transfer 

pricing dapat digunakan untuk mencapainya. 

 

Penerapan PMK 172 Tahun 2023 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah fenomena perpajakan global yang 

mencerminkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui 

pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah. OECD mempelopori inisiatif untuk mengatasi 

BEPS melalui 15 Action Plans, yang salah satunya adalah penguatan aturan transfer 

pricing (OECD, 2023). Dalam konteks Indonesia, PMK 172 Tahun 2023 merupakan 

bagian dari implementasi Action Plan 13, yang mengatur kewajiban dokumentasi transfer 

pricing untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko BEPS. 
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PMK 172 Tahun 2023 merupakan salah satu regulasi yang menegaskan komitmen 

pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya dalam transaksi 

hubungan istimewa. Regulasi ini mencakup pedoman dokumentasi transfer pricing yang 

terdiri dari file lokal, file master dan CbCR. Dokumentasi ini bertujuan memberikan 

informasi yang lengkap dan transparan mengenai struktur dan transaksi perusahaan 

multinasional (DJP, 2023). 

 

Hipotesis 

Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat 

mendorong manajemen untuk memanfaatkan hubungan istimewa sebagai sarana 

pengalihan laba (profit shifting) guna meminimalkan beban pajak. Transaksi dengan 

entitas yang memiliki hubungan kepemilikan atau kendali sering kali tidak mencerminkan 

nilai pasar wajar dan berpotensi menurunkan kepatuhan perpajakan.  

H1: Transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Praktik Transfer Pricing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Praktik transfer pricing apabila dilakukan sesuai prinsip kewajaran (arm’s length 

principle) mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan karena 

adanya kewajiban dokumentasi dan pelaporan yang ketat. Dalam teori perilaku wajib 

pajak, perusahaan yang sadar akan risiko pemeriksaan cenderung bersikap patuh melalui 

pelaporan yang akurat. 

H2: Praktik transfer pricing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Praktik Transfer Pricing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerapan PMK 

172 Tahun 2023 sebagai Pemoderasi 

Pemerintah Indonesia menerbitkan PMK 172 Tahun 2023 sebagai kebijakan 

penguatan dokumentasi harga transfer yang selaras dengan standar internasional (BEPS 

Action Plan 13), yang mewajibkan penyusunan file lokal, file induk, dan CbCR. Regulasi 

ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan mendorong perusahaan menyusun 

kebijakan harga transfer yang adil dan wajar. 

Namun demikian, regulasi yang kompleks dan bersifat teknis seperti PMK 172 juga dapat 

menimbulkan beban administratif tambahan, khususnya bagi perusahaan yang belum 

memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Dalam kondisi tersebut, penerapan 

PMK 172 dapat menjadi tantangan yang berpotensi melemahkan dampak positif praktik 

transfer pricing terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H3: Penerapan PMK 172 Tahun 2023 memoderasi pengaruh praktik transfer pricing 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerapan 

PMK 172 Tahun 2023 sebagai Pemoderasi 

Untuk mengurangi potensi penyimpangan pengalihan laba dari transaksi hubungan 

istimewa  pemerintah Indonesia menerbitkan PMK 172 Tahun 2023, yang merupakan 

regulasi teknis tentang penerapan PKKU atas transaksi hubungan istimewa. Regulasi ini 

sejalan dengan prinsip arm’s length yang disarankan oleh OECD dalam Action Plan 13 

BEPS, serta mewajibkan wajib pajak untuk menyusun dokumentasi harga transfer yang 

terdiri dari file lokal, file induk, dan CbCR. Dengan kehadiran regulasi ini, diharapkan 

transaksi hubungan istimewa yang sebelumnya berpotensi disalahgunakan dapat dilakukan 

secara lebih akuntabel dan transparan, sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan 

wajib pajak. Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kehadiran PMK 172 sebagai 
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variabel moderasi mampu mengubah dampak negatif transaksi afiliasi menjadi pengaruh 

positif terhadap kepatuhan, dengan cara mendorong transparansi dan mencegah praktik 

penghindaran pajak. 

H4: Penerapan PMK 172 Tahun 2023 memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian ini adalah 

kausal. Data ini di dapat dari laporan keuangan perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 2015 hingga 2024. Kepatuhan wajib pajak adalah variabel 

dependen, dan transaksi hubungan istimewa dan praktik transfer pricing adalah variabel 

independen. PMK 172 Tahun 2023 adalah variabel moderasi. Data penelitian dikumpulkan 

dengan metode purposive sampling sesuai dengan persyaratan berikut: 

1. Perusahaan non-keuangan terdaftar di BEI tahun 2015-2024. 

2. Perusahaan non-keuangan yang memberikan data yang memadai tentang variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

Dengan menerapkan kriteria tersebut, penelitian ini memperoleh 120 observasi  dari 

12 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI untuk penelitian ini.  

 

Teknik Pengumpulan.Data  

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Pengukuran Variabel 

Transaksi Hubungan Istimewa 

Formula yang digunakan adalah transaksi di antara pihak afiliasi yang menyebabkan 

terjadinya piutang hubungan Istimewa  di dalam laporan keuangan (Oktavia et al., 2012). 

 

 
 

Transfer.Pricing 

Penelitian ini menggunakan pengukuran transfer pricing untuk membandingkan 

total piutang usaha pihak dengan total piutang usaha secara keseluruhan (Supriyati, 

Murdiawti & Prananjaya, 2021; Nurdiansyah & Masripah, 2023). Meskipun transfer 

pricing melibatkan berbagai jenis transaksi internal, penggunaan piutang dapat dianggap 

sebagai representasi yang memadai dari praktik transfer pricing secara umum. Piutang 

dapat mencakup transaksi penjualan barang atau layanan antara entitas terkait yang 

melibatkan penentuan harga transfer. Sebab itu, penggunaan piutang dapat memberikan 

gambaran yang cukup tentang praktik transfer pricing yang relevan dengan tujuan 

penelitian ini.  
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Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, yang diukur 

dengan Current Effective Rate (CUETR), karena CUETR menunjukkan seberapa besar 

atau kecil beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Beberapa indikator kepatuhan 

wajib pajak termasuk kesesuaian jumlah kewajiban pajak dengan perhitungan sebenarnya 

serta besar atau kecilnya pajak (Widodo, 2010).  

 

 
 

Penerapan PMK 172 Tahun 2023 

Pengukuran variable ini menggunakan variable dummy dengan pemberian skor 1 

atau 0 bila memenuhi kriteria WP yang harus membuat TP-Doc sesuai dengan PMK 

172/2023, yaitu: 

1. WP yang melakukan transaksi afiliasi dan peredaran usaha dalam setahun melebihi 

Rp50 miliar. 

2. Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak > Rp 20 miliar 

untuk transaksi barang berwujud; atau >  Rp 5 miliar  untuk masing-masing penyediaan 

jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud atau transaksi afiliasi 

lainnya. 

3. Bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif 

Pajak Penghasilan (PPh) < tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya. 

 

Jika semua kriteria diatas terpenuhi maka mendapat skor maksimal yaitu 1 dan sebaliknya 

maka mendapat skor 0. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Statistik Deskriptif 
Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

 
Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12 

 

Nilai rata-rata untuk transaksi hubungan istimewa adalah sebesar 0,013420 

menunjukkan bahwa sebagian kecil transaksi perusahaan melibatkan pihak yang memiliki 

hubungan istimewa. Rata-rata transfer pricing 0,121658 berarti 12,2% dari total piutang 

usaha berasal dari pihak berelasi. Variabilitasnya cukup besar standar deviasi 0,149652, 

menunjukkan praktik transfer pricing berbeda signifikan antar perusahaan. Rata-rata PMK 

172 sebesar 0,625000 menunjukkan bahwa 62,5% sampel memenuhi kriteria WP yang 

diwajibkan membuat dokumentasi transfer pricing sesuai PMK 172 Tahun 2023. Pada 

kepatuhan wajib pajak terdapat variasi ekstrem dengan nilai minimum -7,574884 dan 

kurtosis 48,55, menandakan adanya outlier dan penyebaran data yang sangat tajam, 

memperlihatkan ketimpangan tingkat kepatuhan antar perusahaan. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji di awal  pengujian  dan  yang  umum  digunakan pada 

pengujian asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi    

dan    uji    heteroskedastisitas (Ghozali,  2018).  Tujuan  uji  asumsi klasik untuk  memberi  

kepastian  dari  persamaan regresi  yang  mempunyai  ketepatan  dalam estimasi,  tidak  

bias  juga  konsisten,  variable terikat pada studi ini adalah kepatuhan wajib pajak. 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. 

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui data yang diteliti normal atau tidak. Salah 

satunya dengan menguji nilai residual dengan uji jarque-bera (Ghozali & Ratmono, 

2017). Pada tabel berikut, mununjukan nilai Jarque- Bera (JB) 0,531595 serta prob 

0,766695. Hal ini berarti data dapat dikatakan normal, karena prob > 0,05. 
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Tabel 2 

Uji Normalitas 

 
Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12 

 

Uji Multikolinearitas 

Multikoliniearitas adalah keadaan ketika terdapat sebuah ikatan antara seluruh 

variabel independen dalam sebuah model regresi. Secara garis besar terjadi hubungan pada 

variabel independennya. Kenyataanya, fenomena ini sering terlihat yang disebabkan 

keterkaitan antar variabel yang saling sinkron (Bawono & Shina, 2018).  
Tabel 3 

Uji Multikolinearitas 

 
Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12 

 

Nilai korelasi antara D(THI) dan D(TP) adalah 0.7402. Tidak terjadi 

multikolinearitas antara D(THI) dan D(TP), karena nilai korelasi < 0.80. 

Artinya kedua variabel bisa digunakan bersamaan dalam model regresi tanpa 

menyebabkan gangguan terhadap estimasi koefisien regresi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4 

Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Karena seluruh p-value > 0.05, maka model tidak mengalami heteroskedastisitas. 

Artinya varian residual bersifat konstan dan model regresi memenuhi salah satu asumsi 

klasik. 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2021 2024

Observations  47

Mean      -0.055009

Median  -0.048748

Maximum  4.776737

Minimum -3.952771

Std. Dev.   1.895512

Skewness    0.242297

Kurtos is    3.191366

Jarque-Bera  0.531595

Probabi l i ty  0.766595 
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Model Regresi Panel Data 
Tabel 5 

Hasil Model Regresi Data Panel Tes 

No. Method Test Result 

1 Uji Chow 
Common Effect Model vs Fixed Effect 

Model 
Common Effect Model 

2 Uji Hausman 
Fixed Effect Model vs Random Effect 

Model 
Random Effect Model 

3 
Uji Larange 

Multiplier 

Common Effect Model vs Random Effect 

Model 
Common Effect Model 

Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12 
 

Dari tabel 2 disimpulkan bahwa model common effect adalah model yang paling 

tepat digunakan. 

 

Analisis Regresi Data Panel 
Tabel 6 

Hasil Estimasi Model Efek Tetap 

 
Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12 

 

Berdasarkan hasil regresi panel yang ditunjukkan pada table 3 disimpulkan bahwa 

variabel transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan koefisien sebesar -74,33330 dan nilai probabilitas sebesar 0,0123, yang berarti 

bahwa semakin besar transaksi antara pihak berelasi maka tingkat kepatuhan pajak 

perusahaan cenderung menurun. Sebaliknya, praktik transfer pricing menunjukkan 

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 14,76849 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,0003, menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan 

transfer pricing secara wajar dan terdokumentasi dengan baik cenderung memiliki 

kepatuhan pajak yang lebih tinggi. 

PMK 172 Tahun 2023 tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak 

ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,356764 dan nilai probability sebesar 0,7059. Interaksi 

antara THI dan PMK menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan 

koefisien sebesar 75,84694 dan nilai probabilitas sebesar 0,0218, yang berarti penerapan 

PMK 172 mampu memperkuat dampak positif dari transaksi hubungan istimewa terhadap 

kepatuhan, melalui peningkatan transparansi dan dokumentasi. Sebaliknya, interaksi antara 

TP dan PMK menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien 

sebesar -15,03796 dan nilai probabilitas sebesar 0,0008, yang mengindikasikan bahwa 

meskipun transfer pricing secara umum meningkatkan kepatuhan namun beban 

administratif atau kerumitan pelaporan tambahan dari PMK 172 dapat sedikit mengurangi 

dampak positif tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, PMK 172 

Tahun 2023 berperan efektif sebagai moderasi yang memperkuat kepatuhan dalam konteks 

transaksi afiliasi, namun juga memunculkan tantangan kepatuhan tambahan pada 

pelaporan transfer pricing. 
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Tabel 7 

Hasil Uji T dan Uji F 

 
Sumber : Kesimpulan Penulis, 2025 

 

Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 4 

Hasil Koefisien Determinasi (R2)

 
Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12 

 

Nilai adjusted R-squared sebesar 78,5% menunjukkan bahwa model sangat baik 

dalam menjelaskan variasi KWP. Sisanya 21,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

model. 

 

Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji t menunjukkan bahwa Transaksi Hubungan Istimewa memiliki pengaruh 

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar -74,33330, t-statistik -

2,550399, dan p-value 0,0123 (< 0,05). Hal ini berarti bahwa semakin besar proporsi 

transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak berelasi, maka tingkat kepatuhan 

pajaknya cenderung menurun. Ketidakterbukaan atau potensi penyalahgunaan hubungan 

istimewa dalam pengelolaan transaksi seperti pengalihan laba atau manipulasi harga dapat 

menurunkan transparansi dan kejujuran pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, tingginya 

intensitas hubungan istimewa yang tidak dikelola dengan prinsip kewajaran akan 

berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak. 

 

Pengaruh Praktik Transfer Pricing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Praktik Transfer Pricing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan koefisien sebesar 14,76849, t-statistik 3,703081, dan p-value 0,0003 (< 0,05). Hasil 

ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan transfer pricing secara jelas dan 

wajar serta memiliki dokumentasi yang baik cenderung lebih patuh terhadap ketentuan 

perpajakan. Praktik transfer pricing yang dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan 

kelaziman usaha (arm’s length principle) mencerminkan upaya perusahaan dalam menaati 

aturan perpajakan lintas entitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa transparansi dan 

dokumentasi yang baik dapat menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kepatuhan 

pajak. 
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Pengaruh Praktik Transfer Pricing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 

Penerapan PMK 172 Tahun 2023 sebagai Pemoderasi 

Interaksi antara transfer pricing dan PMK 172 memiliki pengaruh negatif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar -15,03796, t-statistik -3,455214, dan p-

value 0,0008 (< 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun praktik transfer pricing 

secara umum meningkatkan kepatuhan pajak, namun penerapan PMK 172 sebagai regulasi 

moderasi justru menurunkan pengaruh positif tersebut. PMK 172 yang mensyaratkan 

dokumentasi yang lebih ketat (file lokal, file induk dan laporan CbCR), meningkatkan 

beban administratif atau kompleksitas bagi perusahaan. Akibatnya sebagian perusahaan 

mungkin kesulitan memenuhi kewajiban pelaporan tersebut sehingga berpotensi 

menurunkan tingkat kepatuhan terutama jika tidak didukung oleh kapasitas sumber daya 

yang memadai. 

 

Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 

Penerapan PMK 172 Tahun 2023 sebagai Pemoderasi 

Interaksi antara transaksi hubungan istimewa dan PMK 172 memiliki pengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien sebesar 75,84694, t-statistik 

2,329376, dan p-value 0,0218 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan PMK 172 

memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap peningkatan kepatuhan wajib 

pajak. Artinya, meskipun transaksi afiliasi cenderung menurunkan kepatuhan, kehadiran 

PMK 172 sebagai regulasi yang memperjelas kewajiban dokumentasi dan prinsip 

kewajaran justru dapat mendorong perusahaan menjadi lebih patuh. PMK 172 membantu 

mengarahkan praktik hubungan istimewa agar dilakukan secara transparan, terdokumentasi 

dan sesuai standar internasional sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pajak 

perusahaan yang terlibat dalam transaksi afiliasi. 

 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan dan Saran 

Menurut penelitian ini, transaksi hubungan istimewa berdampak negatif terhadap 

kepatuhan WP. Dampak negatif ini menunjukkan bahwa praktik hubungan istimewa yang 

tidak transparan mengurangi kepatuhan. Transfer pricing sangat membantu kepatuhan 

wajib pajak, karena perusahaan yang melaporkannya secara jelas cenderung lebih patuh. 

Penerapan PMK 172 tahun 2023 menunjukkan fungsi regulasi yang baik sebagai 

pemoderasi dan meningkatkan pengaruh transaksi hubungan istimewa dan transfer 

pricing. 

Data yang digunakan terbatas pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI, 

sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh industri. Penggunaan variabel 

proksi seperti piutang usaha berelasi untuk mengukur praktik transfer pricing mungkin 

tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas transaksi afiliasi yang sebenarnya. Penulis 

memberi masukan untuk penelitian berikutnya agar cakupan sampel diperluas dengan 

mencakup perusahaan sektor keuangan dan perusahaan non-publik, agar hasil penelitian 

menjadi lebih general dan representatif. Saran praktis juga perlu disusun secara lebih 

operasional, seperti mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan pelatihan 

teknis mengenai penyusunan dokumentasi transfer pricing (TP Doc) sesuai PMK 172, serta 

mendorong perusahaan membentuk tim internal khusus yang menangani dokumentasi 

pajak.  
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